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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KETAPANG \
NOMOR : B/ 0549 /TKT-B.560/IV/2022

TENTANG

PENCATATAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT
PT. HUTAN KETAPANG INDUSTRI
KABUPATEN KETAPANG

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KETAPANG

Membaca

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Surat Pimpinan PT. HUTAN KETAPANG INDUSTRI tanggal 4 Februari 2022
perihal Perubahan Kepengurusan LKS Bipartit PT. HUTAN KETAPANG
INDUSTRI Kabupaten Ketapang.

a. Bahwa permohonan pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT. HUTAN
KETAPANG INDUSTRI telah memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2)
dan ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor : Per-32/MEN/XII/2008, tentang Tata Cara
Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit ;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka Lembaga Kerjasama Bipartit
PT. HUTAN KETAPANG INDUSTRI perlu dicatatkan dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Ketapang.

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat

Pekerja/Serikat Buruh ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah

Otonom ;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor : Per-32/MEN/XII/2008, tentang Tata Cara Pembentukan dan
Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit
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MEMUTUSKAN :

Mencatat Lembaga Kerjasama Bipartit PT. HUTAN KETAPANG INDUSTRI
dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini.

Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercatat
dengan Nomor Pencatatan : 119/LKS-BI/TKT-B/XII/2019.

Masa Kerja keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana diktum
KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan keputusan ini.
Apabila pada masa berlakunya Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana
dimaksud diktum KETIGA terjadi perubahan susunan kepengurusan, maka
Pimpinan Perusahaan wajib melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Ketapang.

Bilamana ternyata dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan didalam
pengajuan data-data dan/atau keterangan-keterangan yang menjadi dasar
dari pada pencatatan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ; KETAPANG
Pada Tanggal a 21 April 2022

AS TENAGA KERJA
RASI KAB. KETAPANG




PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JI. HOS.Cokroaminoto No.1 Ketapang-Kalimantan Barat 78851 :
Telpon( 0534 ) 31354 Tromol Pos 108 Faximile( 0534 ) 32160

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KETAPANG NOMOR : B/6$4/TKT-B.560/1V /2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT
PT. HUTAN KETAPANG INDUSTRI
KABUPATEN KETAPANG

No Nama Jabatan Keterangan
01. | Suhadi Tholib Ketua Pengusaha
02. | Hengki Feriansyah Wakil Ketua Pekerja
03. | Dwi Tresna Rusyiansyah Sekretaris Pengusaha
04. | Tri Eko Setiyo Wakil Sekretaris Pekerja
05. | Oka Wisnu R. Anggota Pengusaha
06. | James Simatupang Anggota Pengusaha
07. | Arif Sudarsono Anggota Pengusaha
08. | Timbul Hutabarat Anggota Pengusaha
09. | Fitrianto Nugroho Anggota Pengusaha
10. | Darwin Invocavit Putra H. Anggota Pekerja
11. | Angga Julistiawan Anggota Pekerja
12. | Annisa Miaz Anggota Pekerja
13. | Elma Tri Hastinah Anggota Pekerja
14. | Dwi Haryanto Anggota Pekerja

AS TENAGA KERJA




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KETAPANG NOMOR : B/ ¢{9 /TKT-B.560/1IV /2022
RUANG LINGKUP LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT (LKS BIPARTIT)

A. LATAR BELAKANG

Di dalam sebuah perusahaan, baik itu pengusaha maupun pekerja pada
dasarnya memiliki kepentingan atas kelangsungan usaha dan keberhasilan
perusahaan. Perusahaan memiliki kepentingan untuk mendapatkan
keuntungan sekaligus juga mengharapkan adanya ketenangan dan
kenyamanan dalam menjalankan usahanya itu. Sementara dari sisi pekerja,
perusahaan merupakan sumber penghasilan dan kesempatan untuk
mengembangkan diri. |

Namun disadari pula bahwa walau keduanya memiliki kepentingan terhadap
keberhasilan perusahaan ini, konflik diantara keduanya dimungkinkan
untuk dapat terjadi. Hal ini tidak lepas dari adanya perbedaan kepentingan
dalam melihat keberhasilan perusahaan itu. Bila sampai terjadi konflik
antara pekerja dan pengusaha, maka dapat dipastikan bahwa keberhasilan
perusahaan bisa jadi hanya akan menjadi mimpi yang indah. Karena
terjadinya konflik berarti tidak adanya ketenangan bekerja dan juga tidak *
adanya ketenangan usaha. Akibat besarnya perusahaan akan menderita
kerugian yang yang sangat besar atas konflik yang terjadi.

Menyadari akibat negatif dari konflik antara pekerja dengan pengusaha,
timbullah gagasan untuk menjembatani konflik tersebut dengan membentuk
wadah dialog antara serikat pekerja/ pekerja dengan pengusaha. Wadah
dialog ini diharapkan sedikit demi sedikit konflik tersebut dapat ditekan dan
kerjasama antara serikat pekerja/ pekerja dengan pengusaha dapat
meningkat.

Pembentukan wadah kerjasama antara serikat pekerja/ pekerja dengan
pengusaha akan sangat strategis dan cukup meyakinkan karena adanya
faktor faktor yang mendorongnya, antara lain:

a) Berkembangnya pandangan orang tentang demokrasi, Selama ini orang
beranggapan bahwa demokrasi yang dikembangkan dalam masyarakat
(khusunya masyarakat pekerja) ternyata berhenti di pintu perusahaan.
Hal ini disebabkan karena di dalam perusahaan tidak ada lagi
demokrasi. Dalam rangka menerapkan demokrasi di dalam perusahaan,
maka perlu para pekerja diberikan kesempatan untuk turut serta
memberi masukan kepada pengusaha dalam = menentukan
kebijaksanaan perusahaan. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu
wadah agar pekerja dapat berpartisipasi dalam menentukan
kebijaksanaan perusahaan.

b) Dalam era globalisasi diprediksikan akan terjadi persaingan yang sangat
ketat di berbagai bidang. Oleh karena itu diperlukan peningkatan
kerjasama antara serikat pekerja/ pekerja dengan pengusaha.



Wadah kerjasama berupa dialog ini mulai mengemuka dengan melihat

kepada beberapa hal: ,

a) Wadah kerjasama dipandang sebagai pelaksanaan dari demokrasi

industrial.

b) Wadah kerjasama dipandang sebagai wujud partisipasi pekerja dalam
penentuan kebijaksanaan perusahaan.

c) Wadah kerjasama dipandang sebagai pembagian kekuasaan di dalam

perusahaan (powersharing)

Bentuk kerjasama antara pekerja dan pengusaha yang mengemuka di
Indonesia dikenal dengan nama LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT yang
diatur secara resmi dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.32/MEN/XII/2008 tentang Tata
Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit.

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal
106 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap Perusahaan yang mempekerjakan 50
(lima puluh) orang pekerja/ buruh atau lebih wajib membentuk Lembaga
Kerjasama Bipartit”.

PENGERTIAN BIPARTIT s

1. Pengertian Bipartit sebagai system/mekanisme adalah ; sebagai cara
penyelesaian/musyawarah tentang masalah-masalah ketenagakerjaan
yang muncul di perusahaan, antara pihak pekerja/serikat pekerja
dengan perusahaan.

2. Pengertian Bipartit sebagai Lembaga kerjasama adalah ; merupakan
forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan Hubungan Industrial di tingkat perusahaan yang anggotanya
terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/buruh.

AZAS LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT
1. Azas Kekeluargaan dan Gotong royong
2. Azas Musyawarah untuk Mufakat.

TUJUAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT

1. Meningkatkan manfaat perusahaan dalam rangka menunjang
kesejahteraan pekerja dan keluarganya

2.  Memberikan ketenangan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.

FUNGSI LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT

1. Sebagai forum Komunikasi, Konsultasi dan bermusyawarah antara Wakil
Pengusaha/Pengusaha dan Wakil Pekerja/Wakil Serikat Pekerja/Serikat
Pekerja pada tingkat perusahaan.

2. Sebagai forum untuk membahas masalah Hubungan Industrial di
perusahaan guna meningkatkan Produktifitas Kerja dan Kesejahteraan
Pekerja/Buruh yang menjamin Kelangsungan Usaha dan menciptakan
Ketenangan bekerja.



TUGAS LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT

1.

Melakukan pertemuan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu ap:’;lbila
diperlukan;

Mengkomunikasikan kebijakan pengusaha dan aspirasi pekerja
berkaitan dengan kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha;
Melakukan deteksi dini dan menampung permasalahan hubungan
industrial di perusahaan;

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pengusaha dalam
penetapan kebijakan perusahaan;

Menyampaikan saran dan pendapat kepada pekerja dan/atau serikat
pekerja.

KEANGGOTAAN

Unsur Pekerja/Sérikat Pekerja dan Unsur Pengusaha dalam satu
Perusahaan.

2. Masa Jabatan keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit berakhir apabila
- Meninggal dunia
- Mutasi atau keluar dari perusahaan
- Mengundurkan diri sebagai anggota Lembaga Kerjasama Bipartit
- Sebab-sebab lain yang menghalangi tugas-tugas dalam keanggotaan.

KEPENGURUSAN

1. Komposisi kepengurusan Lembaga Kerjasama Bipartit dari unsur
pengusaha dan unsur pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh
dengan komposisi 1 : 1 yang jumlahnya sesuai kebutuhan dengan
ketentuan sekurang-kurangnya 6 (enam) orang ;

2. Susunan pengurus Lembaga Kerjasama Bipartit sekurang-kurangnya
terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota

3. Jabatan Ketua Lembaga Kerjasama Bipartit dapat dijabat secara
bergiliran antara Wakil Pengusaha dan Wakil Pekerja.

4. Masa kerja kepengurusan LKS Bipartit 3 (tiga) tahun ;

5. Pergantian kepengurusan LKS Bipartit sebelum berakhirnya masa
jabaran dapat dilakukan atas usul dari unsur yang diwakilinya ;

6. Masa jabatan kepengurusan LKS Bipartit berakhir apabila :
a. Meninggal dunia
b. Mutasi
c. Mengundurkan diri sebagai anggota lembaga
d. Diganti atas usul dari unsur yang diwakilinya
e. Sebab-sebab lain yang menghalangi tugas-tugas dalam kepengurusan

lembaga.

TUGAS PENGURUS

1. Ketua : Memimpin sidang bersama Sekretaris dan menanada tangani
hasil-hasil sidang untuk disampaikan ;

2. Wakil Ketua : Memimpin sidang bersama Sekretaris apabila Ketua
berhalangan

3. Sekretaris : Menyiapkan Agenda Sidang, membuat notulen sidang,

bertanggung jawab atas permasalahan



TATA KERJA LKS BIPARTIT

1.

LKS Bipartit mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu)‘kali
dalam sebulan atau setiap kali dipandang perlu.

2. Materi pertemuan dapat berasal dari unsur pengusaha, unsur
pekerja/buruh, atau dari pengurus LKS Bipartit.

3. LKS Bipartit menetapkan agenda pertemuan secara periodik.

4. Hubungan LKS Bipartit dengan lembaga lainnya di perusahaan bersifat
koordinatif, konsultatif, dan komunikatif.

5. Mengkomunikasikan kebijakan pengusaha dan aspirasi pekerja/buruh
berkaitan dengan kesejahteraan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha

6. Melakukan deteksi dini dan menampung permasalahan hubungan
industrial di perusahaaan

7. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pengusaha dalam
penyusunan kebijakan perusahaan

8. Menyampaikan saran dan pendapat kepada pekerja/buruh dan atau
serikat pekerja/buruh.

TATA CARA PERSIDANGAN

1. Pengurus menetapkan jadwal dan tema persidangan baik secara periodik
maupun insidentil;

2. Jadwal pertemuan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan atau
setiap dipandang perlu.

3. Pertemuan insidentil disesuaikan dengan kebutuhan atas permintaan
salah satu pihak dan atas persetujuan pihak lain, untuk setiap
permintaan pertemuan agar diajukan baik secara tertulis maupun lisan;

4. Hasil-hasil pertemuan dilaporkan kepada pimpinan perusahaan dan

pengurus serikat pekerja sebagai masukan bahan pertimbangan untuk
mengambil kebijakan atau keputusan.

Beberapa tema yang dapat dijadikan pokok bahasan pada Lembaga
Kerjasama Bipartit :

pooe
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Sosialisasi mengenai General Increase di awal Tahun
Company Performance

Proses Penilaian Karya

Kejelasan ketentuan Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja
Bersama (PKB)

Kondisi kerja dan perbaikan cara kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Produktifitas kerja

Disiplin Kerja

Pengembangan peran pekerja

Lain-lain

KEWENANGAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT

Saran yang merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak,
pelaksanaannya tidak mengikat.

Rekomendasi merupakan kesepakatan yang mempunyai bobot yang
urgen untuk diperhatikan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan.
Memorandum merupakan hasil kesepakatan yang sudah pernah
diajukan kepada kedua belah pihak atau ketentuan-ketentuan lain yang
sudah disepakati oleh masing-masing pihak tetapi belum terealisir atau
dilaksanakan.
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M. PELAPORAN LKS BIPARTIT =
1. Pengurus LKS Bipartit melaporkan setiap kegiatan yang dilaklikan
kepada pimpinan perusahaan ;
2. Pimpinan Perusahaan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali
melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di Bidang Tenaga
Kerja di Kabupaten Ketapang ;




